PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Moch. Amin Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas

Telp. (0733) 454 0042 Fax. (0733) 454 0042 Email . disperindag. musirawas@yahoo.co.id
MUARA BELITI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : I\ - q /KPTS/DISPERINDAG/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Memmbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
. PER/SM PAN/S/2007 lentang Pedoman Umum Penetapan indikaior
Kinerja Utama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Musi Rawas wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
b. bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang yang mengatur
tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Tugas Pokok Dinas
Perindustrian dan  Perdagangan Kabupaten Musi Rawas maka
dipandang periu menyusun Indikator Kinerja Utama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka
Penetapan Indikator Kinena Utama bDinas Penndustrian dan
Perdagangan Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembetukan Daerah
Twgkal il dan Kota Fraja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

e Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 1989 WNomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 temitang Peibendahaiaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4355),

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
MNegara Republik Indcnesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tenlang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, lerakhir dengan Undang-undang Nemor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolazn
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman,
Penyusunan dan Pensrapan Standar Pelavanan Minimal {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

. Peraluran Pemeriniah Nomor & Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 28, Tambahan lembaran MNegara Republik ndonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyeienggaraan Pemerntah Daerah Kepada Pemerinian, ieniang Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakian Rakyat Daerah, dan Informesi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja
Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
f;:?gana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200§ tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 lenlang perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan iKajian Lingkungan Hidup Slrategis Dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal
31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provins:
Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 07);

n
w

MEMUTUSKAN

vienelapkan indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan ukuran kinerja
yang dipergunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Musi Rawas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja
Tahunan, Renstra, DPA, dan menyusun dokumen Penetapan Kinerja,
menyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupalen Musi Rawas seria mengukur keberhasilan
Rencana Kinerja Tahunan, mengukur keberhasilan Rencana Kerja dan
Anggaran, serta mengukur capaian kinerja sesuai dengan dokumen Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.
Indikater Kinesja Utama disusun scsuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, dan DPA Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten dMusi Rawas:

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas melakukan

evaluasi atas capaian kinerja setiap Triwulan sesuai dengan aliran kas



4

b. Minimal 3 bulan sekali, meiaporkan kepada Bupali melaiui Bappeda dan
Inspektorat tentang capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan
Dinas Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

KEEMPAT . Naskah Indikator Kinerja Utama di maksud pada BAGIAN KESATU terlampir,
merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas
Penndustnan dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

KELIMA . Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi

Rawas ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Bupati Musi Rawas

Ditetapkan di Muara Beliti
pada Tanggal O\ {f»van 2021

Disetujui dan disahkan
pada tanggal 2021

BUPATI MUSI RAWAS

RATNA MACHMUD



INDIKATOR KINERJA UTAIA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 - 2026
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 - 2026

Urusan Pemerintahan

Target Capalan Setlap Tahun

Penanggung

No. Isl T 8 | i
WMie ujuan Dinas 28aran OIS | \ndikator Kinerja Sasaran | "™ 2021 | 2022 | 7023 | z024 | 2026 | 2076 Jawab
1 2 3 4 5 8 7 8
Memperkuat Meningkatnya Nilai Meningkatnya Prosentase peningkatan % 3 3 4 4 4,5 5 Disperindag
Ketahanan Ekonomi Produksi IKM pertumbuhan Industri jumlah Industri Kecil dan
Masyarakat Kecil dan Menengah Menengah
yang berdaya saing
Meningkatnya Omzet Meningkatnya Persentase pertumbuhan % 4 4 5 5 55 6 Disperindag
Perdagangan pertumbuhan sektor pelaku usaha
perdagangan perdagangan
Meningkatnya stabilitas | Tingkat infiasi % 15 1,5 1.5 15 1.5 15 Disperindag
harga barang
Muara Beliti, o $nvan 2021




